
BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

E-Court adalah inovasi yang baik dan bertujuan untuk memajukan

kualitas penegakan hukum melalui tercapainya peradilan yang sederhana, cepat,

dan biaya ringan di Indonesia. Dalam menjamin kepentingan masyarakat,

masyarakat pencari keadilan, dan aparat penegak hukum, maka E-Court dalam hal

pelaksanaan dan pengaturannya masih perlu disempurnakan. Pengaturan E-Court

sebagai salah satu sarana peradilan dibawah Mahkamah Agung tentu harus tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kekuasaan

Kehakiman di Indonesia. Penting untuk diperhatikan bahwa dalam E-Court,

pengaturan mengenai kepentingan Advokat sebagai profesi penegak hukum

seharusnya dipisahkan dengan pengaturan mengenai kepentingan Advokat sebagai

anggota Organisasi Advokat. Hal tersebut dapat dilihat dalam pengaturan KKA

sebagai syarat keabsahan Advokat dalam Perma E-Court. Kekuasaan Kehakiman

dalam hal penyelenggaraan peradilan demi penegakan hukum memang seharusnya

tidak dicampur oleh persoalan dari luar Kekuasaan Kehakiman. KKA merupakan

salah satu persoalan diluar Kekuasaan Kehakiman dalam hal melaksanakan

peradilan demi penegakan hukum karena fungsinya yang memang untuk

mewujudkan fungsi pengawasan dan penegakan KEA dan SOP Advokat. Advokat

sebagai salah satu aparat penegak hukum yang independen perlu diakui secara

formal oleh Kekuasaan Kehakiman sebelum dapat menjalankan profesinya serta

memperoleh status sebagai aparat penegak hukum di dalam lingkungan peradilan.

Bentuk pengakuan tersebut adalah dengan dilakukannya sumpah profesi di

Pengadilan Tinggi sebelum Advokat dapat menjalankan profesinya dibuktikan

dengan Berita Acara Sumpah. Organisasi Advokat juga diakui oleh Kekuasaan

Kehakiman demi terjaganya independensi Advokat, akan tetapi dalam hal

penegakan hukum Organisasi Advokat memang seharusnya tidak ikut campur. Hal

ini dapat dilihat dari keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

112/PUU-XII/2014 dan 36/PUU-XIII/PUU-XIII dan SKMA 73/2015 yang tidak
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mengaitkan Organisasi Advokat lagi dalam hal penyumpahan seorang calon

Advokat.

Percampuran pengaturan kepentingan Advokat sebagai profesi penegak

hukum dan kepentingan Organisasi Advokat dalam lingkungan peradilan demi

penegakan hukum berpotensi menghalangi seorang Advokat menjalankan tugas

dan kewajibannya. Hal ini disebabkan karena Advokat yang berkedudukan

sebagai penegak hukum dan pemberi jasa hukum dalam lingkungan E-Court dan

E-Litigation tidak memiliki KKA, maka Advokat tersebut tidak dapat

menjalankan profesinya, bahkan tidak dianggap sebagai Advokat walaupun

memiliki Berita Acara Sumpah. Akibatnya Advokat tidak dapat mewakili

kepentingan hukum Kliennya dalam persidangan, khususnya dalam E-Court dan

E-Litigation yang juga menempatkan kedudukan Advokat tersebut bertentangan

dengan UU Advokat dan KEA. Selain itu, pelaksanaan E-Court dan E-Litigation

masih memiliki kelemahan terutama dalam pengaturan mengenai E-Summon,

bahwa pengaturan mengenai domisili elektronik dan surat tercatat masih menjadi

masalah yang sangat berdampak kepada hak pembelaan kepentingan hukum

masyarakat.

6.2 Saran

Permasalahan yang dipaparkan oleh penulis tidak dapat diselesaikan

dengan hanya pengajian ulang pengaturan Perma E-Court saja, akan tetapi

pengaturan mengenai keabsahan dan kedudukan Advokat dalam lingkungan

peradilan di Indonesia serta kedudukan Organisasi Advokat dalam Kekuasaan

Kehakiman juga perlu dikaji ulang, mengingat Rancangan Undang-Undang

Advokat yang sudah masuk tahapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal

tersebut disebabkan oleh Pengaturan Organisasi Advokat sebagai satu-satunya

wadah profesi Advokat dalam UU Advokat yang gagal dilaksanakan karena

sengketa dan perpecahan Organisasi Advokat. Bahwa kebutuhan kejelasan

pengaturan keabsahan dan kedudukan Advokat dan Organisasi Advokat dalam

Rancangan UU Advokat menjadi hal yang penting untuk menjamin kepentingan

Advokat dalam menjalankan profesinya dan kepentingan pencari keadilan yang

memang membutuhkan jasa Advokat.
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Penelitian ini memang tidak sempurna, bahwa pada saat penelitian ini

disusun, E-Court dan E-Litigation masih merupakan hal yang baru dan mulai

banyak digunakan. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan perolehan data yang

akurat dan pengkajian secara sosiologis-yuridis. Penelitian tersebut dilakukan

penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data keefektifan sarana E-Court dan

E-Litigation dalam menjalankan peradilan di dalam daerah-daerah yang memang

belum difasilitasi dengan layak oleh pemerintah serta penelitian kualitatif dengan

wawancara petugas Meja E-Court serta Advokat yang memang sudah ahli dalam

navigasi seluk-beluk sistem E-Court dan E-Litigation mengenai

permasalahan-permasalahan yang memang sifatnya teknis.
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